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ABSTRAK 

Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama untuk mensosialisikan implementasi pemadanan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hal ini 

sangat penting mengingat masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK 

menjadi NPWP. dengan terlaksananya kegiatan dimaksud, akan memudahkan Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan kedua adalah untuk memberikan 

pelatihan pembuatan NPWP secara daring. Hal ini sangat penting, mengingat system 

pembuatan NPWP sudah dapat dilakukan secara daring. Bagi pelaku UMKM informasi yang 

disampaikan sangat berguna dan penting untuk membantu para pelaku UMKM untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat, selain itu memberikan pelatihan 

pelatihan pelapoan SPT secara langsung kepara pelaku UMKM. Pendekatan yang dilakukan 

dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi dan pelatihan. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah penyuluhan dan pelatihan secara langsung guna meningkatkan pemahaman 

pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini dilaksanakan secara 

langsung di RPTRA Cempaka Sari, Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur 

yang dihadiri oleh 25 orang peserta pelaku UMKM yang bergabung dalam Jakpreneur. Hasil 

pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta yang 

signifikan terhadap pengetahuan perpajakan khususnya pengetahuan tentang sinkronisasi 

NIK menjadi NPWP dan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari sebelum pelatihan 

hanya 7 orang peserta yang memahami topik pelatihan, namun setelah pelatihan menjadi 25 

orang peserta mengetahui dan memahami serta mampu mengimplementasikan hasil pelatihan 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kegiatan ini sangat berguna 

sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan bagi para pelaku 

usaha UMKM Jakpreneur Cakung, Jakarta Timur. 

 

Kata Kunci: Perpajakan, Pemadanan NIK menjadi NPWP, Pendaftaran NPWP, e-SPT, 

UMKM 
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Socialisation of NIK to NPWP Matching, NPWP Making and SPT Reporting for Micro, 

Small and Medium Enterprises (SMEs) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this activity is first to socialise the implementation of the matching of the 

Population Identification Number (NIK) to the Taxpayer Identification Number (NPWP), this 

is very important considering that there are still many taxpayers who have not matched the 

NIK to the NPWP. with the implementation of these activities, it will facilitate taxpayers in 

fulfilling their tax obligations. The second objective is to provide training in making NPWP 

online. This is very important, considering that the NPWP making system can be done online. 

For MSME actors, the information conveyed is very useful and important to help MSME 

actors to fulfil tax obligations easily and quickly, besides providing training on SPT 

reporting training directly to MSME actors. The approach taken in implementing this activity 

is socialisation and training. The steps taken are direct counselling and training to increase 

the understanding of MSME actors of their tax obligations. This activity was carried out 

directly at RPTRA Cempaka Sari, Cakung Barat, Cakung District, East Jakarta City, which 

was attended by 25 participants of MSME players who joined Jakpreneur. The results of the 

training showed a significant increase in participants' understanding and knowledge of 

taxation knowledge, especially knowledge about synchronising NIK into NPWP and 

Individual Taxpayer SPT Reporting. Before the training, only 7 participants understood the 

training topics, but after the training, 25 participants knew and understood and were able to 

implement the training results to fulfil their tax obligations. Thus this activity is very useful as 

part of efforts to increase awareness of tax obligations for Jakpreneur Cakung MSME 

business actors, East Jakarta. 

 

Keywords: Taxation, Matching NIK to NPWP, NPWP Registration, e-SPT, SMEs 
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PENDAHULUAN 

Penerapan implementasi Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) menjadi Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelumnya 

diatur berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK 

112/2022) tentang NPWP bagi Wajib 

Pajak Orang Pribadi (WP OP), WP Badan, 

dan WP Instansi Pemerintah, secara resmi 

dimulai integrasi NIK sebagai NPWP. 

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa 

implementasi NIK menjadi NPWP akan 

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. 

Namun dalam perkembangannya, 

implementasi 1 Januari 2024 belum dapat 

dilakukan secara nasional karena beberapa 

kendala, salah satunya adalah penyesuaian 

system core tax (pembaharuan system inti 

administrasi perpajakan/PSIAP) yang 

mengalami hambatan. Dengan demikian 

implementasi NIK menjadi NPWP di 

undur menjadi tanggal 1 Juli 2024 

berdasarkan PMK 136/2023 perubahan 

dari PMK 112/2022. 

Jika melihat manfaat bagi Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dan Penerimaan 

Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) 

memperkirakan jika shadow economy di 

Indonesia mencapai 8,3% sampai 10 % 

dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), 

hal tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak 

yang tidak bertanggungjawab untuk 

melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang 

maupun Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme. Integrasi NIK menjadi NPWP 

diharapkan bisa membantu mengurangi 

shadow economy, apalagi jika dimasa 

mendatang bisa diterbitkan aturan 

pembatasan transaksi tunai, misalnya 

transaksi tunai maksimal 100 juta. 

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan 

data OECD tingkat tax ratio Indonesia saat 

ini adalah sebesar 10,1% dari PDB, masih 

dibawah rata-rata negara-negara di 

kawasan Asia Pasifik yaitu sebesar 19% 

dari PDB (Kasnelly & Luthfi, 2021). 

Integrasi penggunaan NIK menjadi NPWP 

dipastikan akan meluaskan basis 

penerimaan pajak sehingga dalam jangka 

menengah dan panjang diharapkan 

penerimaan pajak akan meningkat. 

Potensi manfaat bagi DJKN, 

Implementasi penggunaan NIK sebagai 

NPWP akan memiliki dampak luar biasa. 

Manfaat sederhana adalah tidak ada lagi 

batasan apakah seseorang terdaftar sebagai 

wajib pajak atau bukan. Anak baru lahir 

sudah punya NIK, sehingga meskipun 

suatu harta berharga didaftarkan oleh 

orang tuanya atas nama anak yang baru 

lahir tetap terdata oleh DJP. Apalagi DJP 

juga secara rutin juga menerima data dari 

Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak 

lain (ILAP) sehingga secara teori seluruh 

data harta berharga di Indonesia akan 

terekam oleh DJP. 

Merujuk data yang disampaikan ole ih 

Direiktorat Jeindeiral Pajak (DJP) sampai 

bulan Juni tahun 2024 masih ada Wajib 

Pajak yang beilum me ilakukan peimadanan 

NIK meinjadi NPWP se ibanyak 670 ribu 

orang atau seitara de ingan 0,9% dari total 

Wajib Pajak yang te irdaftar seibanyak 74, 

67 juta Wajib Pajak. Prose is impleimeintasi 

peimadanan teirseibut me imang dapat 

dilakukan deingan dua cara yaitu (1) DJP 

langsung meilakukan Pe imadanan seindiri 

meilalui sisteim beikeirjasama deingan Dinas 

Keipeindudukann dan Catatan Sipil 

Kabupatein/Kota seiluruh Indoneisia (2) 

dapat dilakukan seicara mandiri ole ih Wajib 

Pajak. 
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DJP meimbeirikan keiseimpatan keipada 

Wajib Pajak (WP) untuk me ilakukan 

peimadanan sampai tanggal 30 Juni 2024. 

Sampai batas yang te ilah diteintukan diatas 

WP beilum meilakukan peimadanan, maka 

WP akan meingalami keindala dalam 

meingakseis layanan pe irpajakan yang 

meinsyaratkan NPWP. Misalnya saat WP 

ingin meimeinuhi keiwajiban pe irpajakannya 

deingan peilaporan SPT atau saat WP 

khususnya para pe ilaku UMKM akan 

meingajukan pinjaman Kre idit Usaha 

Rakyat (KUR) kei Bank dapat me ingalami 

keindala jika validasi NIK me injadi NPWP 

beilum valid. 

Peingabdian ini beirtujuan sangat pe inting 

yaitu untuk me imbeirikan peimahaman 

seicara kompreiheinsif keipada para peilaku 

UMKM akan peintingnya pe ingeitahun yang 

beirkaitan deingan peimadanan NIK me injadi 

NPWP. Seilain itu, program ini beirtujuan 

untuk meilatih para peilaku UMKM teintang 

tata cara peindaftaran NPWP se icara daring 

meilalui kanal 

https://eireig.pajak.go.id/daftar sampai 

deingan proseis peilaporan pe ilaporan ei-SPT 

seicara daring. 

Deingan tujuan ini, diharapkan para 

peilaku Usaha Mikro Keicil dan Meineingah 

(UMKM) akan dapat 

meingimpleimeintasikan peimadanan NIK 

meinjadi NPWP, dapat me ilakukan 

peindaftaran NPWP dan me ilaporkan SPT 

seicara mandiri. Deingan pe imahaman dan 

peingeitahuan yang baik me ingeinai 

impleimeintasi teirseibut, diharapkan tingkat 

kesadaran WP dalam hal ini para pelaku 

UMKM dapat terus meningkat untuk 

Indonesia yang lebih maju (Amalia et al., 

2023; Pabeta et al., 2023). 

 

METODE PENELITIAN  

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan 

seilama satu hari, yakni pada tanggal 21 

Agustus 2024 di RPTRA Ceimpaka Sari, 

Cakung Barat Keicamatan Cakung Kota 

Jakarta Timur. Keigiatan dimulai pada 

pukul 09.00 dan beirakhir pada pukul 

15.00 Wib deingan waktu instrahat 

diteingahnya. Peindeikatan yang 

digunakan dalam peilaksanaan keigiatan 

ini adalah gabungan dari peindidikan 

masyarakat, peilatihan, peinyuluhan untuk 

meiningkatkan peimahaman dan 

keiteirampilan peiseirta, seirta 

deimonstrasi peimadanan NIK meinjadi 

NPWP, peindaftaran NPWP seicara daring 

dan peinyusunan laporan pajak. Jumlah 

peiseirta mitra peilatihan seibanyak 25 

orang, yang meirupakan peilaku Usaha 

Mikro Keicil dan Meineingah (UMKM) 

yang beirgabung di Jakpreineiur 

Keicamatan Cakung Jakarta Timur. 

Para peiseirta peilatihan peirpajakan ini 

meindapatkan bimbingan se irta 

deimonstrasi, Latihan, praktik langsung dan 

diskusi meingeinai peirmasalahan 

peirpajakan yang dialami ole ih para peiseirta. 

Informasi dibagi dalam be ibeirapa topik 

antara lain: 

a) Sosialisasi dan Imple imeintasi 

Peimadanan NIK meinjadi NPWP  

b) Peindaftaran NPWP se icara mandiri  

c) Peilaporan ei-SPT me ilalui weibsitei DJP 

https://djponline i.pajak.go.id/. 

Untuk meinindaklanjuti keigiatan yang 

beirkeilanjutan, tim pe ingabdian juga 

meilakukan keirjasama de ingan tim 

Jakpreineiur Keicamatan Cakung. 

Keideipannya akan dike imbangkan mateiri 

peilatihan yang seisuai deingan keibutuhan 

para peilaku UMKM. Me inurut (Wibowo eit 

al., 2023) gagasan peingabdian keipada 

masyarakat me ilalui peiningkatan kapasitas 

peilaporan pajak me ingacu pada konse ip 

peimbeirdayaan masyarakat, yang 

peineikanannya pada masyarakat se icara 

keiseiluruhan, beirorieintasi pada keibutuhan 

https://ereg.pajak.go.id/daftar
https://djponline.pajak.go.id/
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dan peirmasalahan, de ingan meingutamakan 

prakarsa, partisipasi, dan partisipasi 

masyarakat. keimandirian. 

(Fitria & Supriyono, 2019; Sumantri eit 

al., 2022) meineimukan bahwa pe imahaman 

UMKM atas peiraturan peirpajakan 

beirpeingaruh positif te irhadap keipatuhan 

peilaku UMKM dalam me imbayar pajak. 

Proseis peimbeirdayaan masyarakat me inurut 

(Wibowo eit al., 2023) adalah upaya yang 

diseingaja untuk meindukung masyarakat 

lokal dalam meireincanakan, me imilih, dan 

meingeilola sumbeir daya lokalnya me ilalui 

keirja sama tim dan be irjeijaring guna 

meimbeirikan meireika kapasitas dan 

keimandirian eikonomi, eikologi, dan 

keimandirian sosial (Wicaksono eit al., 

2024). (Sunyoto, 2006) meingusulkan 

seijumlah peindeikatan yang dapat dipilih 

dan dipraktikkan dalam pe imbeirdayaan 

masyarakat, antara lain pe imbinaan 

lingkungan hidup, peinguatan ke iweinangan, 

dan peingamanan. Me inurut (Sinambeila, 

2019) Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan atau badan yang te ilah 

meimeinuhi keiwajiban subje ik dan objeik. 

Wajib Pajak orang pribadi yang me ineirima 

peinghasilan dibawah Pe inghasilan Tidak 

Keina Pajak (PTKP) tidak wajib 

meindaftarkan diri untuk me impeiroleih 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Hasil peineilitian ini se ijalan deingan hasil 

peineilitian (Indrawan & Bine ikas, 2018; 

Putra, 2020; Zulma, 2020) yang 

meinyatakan bahwa te irdapat pe ingaruh 

positif variabeil peimahaman dan 

peingeitahuan pajak te irhadap keipatuhan 

wajib pajak UKM. Fungsi pajak be irarti 

keigunaan atau manfaat dari pajak itu 

seindiri. 

Meinurut (Sinambeila, 2019) umumnya 

teirdapat 2 (dua) fungsi yang dike inal, yaitu:  

1. Fungsi anggaran (budgeiteir) Pajak 

adalah seibagai sumbe ir dana bagi 

peimeirintah untuk me imbiayai 

peingeiluaran-peingeiluarannya. 

2. Fungsi Meingatur (reiguleireind) Fungsi 

pajak beirarti keigunaan atau manfaat 

dari pajak itu seindiri. 
(Cheilsya & Veirawati, 2023; 

Hidayatulloh & Fatma, 2019) untuk 

meiningkatkan peingeitahuan peilaku 

UMKM meingeinai peirannya dalam 

peimbangunan, meiningkatkan pe ingeitahuan 

peilaku UMKM meingeinai manfaat NPWP, 

alasan peilaku UMKM harus me imbayar 

pajak seirta manfaatnya. Namun dari 

beibeirapa keigiatan yang pe irnah dilakukan, 

tidak seimua UMKM sadar akan 

keiwajibannya seibagai wajib pajak.  

Deingan meinggunakan me itodologi 

beirikut, peingabdian ke ipada masyarakat 

dilaksanakan deingan peindeikatan yang 

teirfokus dan langsung ke ipada pihak yang 

meimbutuhkan. Program dirancang se icara 

khusus untuk meingatasi peirmasalahan 

seisuai deingan keibutuhan masyarakat 

sasaran. Seilain itu, program ini juga 

meilibatkan masyarakat se icara langsung, 

teirutama UMKM, dalam pe ilatihan 

peirpajakan. Deingan me ingikutseirtakan 

warga seikitar, program ini be irtujuan untuk 

meimfasilitasi peingeimbangan peilaporan 

pajak pada tahap be irikutnya dan 

meimbeirikan informasi tambahan ke ipada 

masyarakat umum. Pe indeikatan ini 

diharapkan dapat me imbeirikan manfaat 

yang signifikan ke ipada masyarakat dan 

meimbantu meireika dalam me imahami seirta 

meimatuhi keiwajiban pe irpajakan deingan 

leibih baik. 

Peirsiapan peilaksanaan pe ingabdian 

dilaksanakan kurang dari satu bulan yaitu 

mulai tanggal 1 Agustus sampai de ingan 20 

Agustus 2024. Minggu pe irtama adalah 

peinjajakan Keirjasama ke i seicre itariat 

Jakpreineiur Keicamatan Cakung. Minggu 

keidua adalah tahap pe irsiapan, ideintifikasi 
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mateiri seisuai keibutuhan dari pe iseirta, 

peirsiapan mateiri peilatihan seirta surveiy 

lokasi peilaksanaan peilatihan. Seilanjutnya 

minggu keitiga adalah pe ilaksanaan 

keigiatan. Minggu ke ieimpat adalah tahap 

eivaluasi dan umpan balik dari pe iseirta 

peilatihan untuk tindak lanjut Keirjasama 

peilatihan seirta peirbaikan-peirbaikan yang 

dibutuhkan untuk peiriodei peilatihan 

beirikutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil peingabdian me inunjukkan bahwa 

peingeitahuan dan peimahaman Wajib Pajak 

meiningkat. Hal ini dike itahui dari hasil 

kuisioneir singkat yang disampaikan 

keipada peiseirta seibeilum dan seisudah 

peilatihan. Dalam surve iy singkat yang 

disampaikan seibeilum peilatihan tingkat 

peimahaman dan peingeitahuan peiseirta 

peilatihan masih 28%. Dari 25 pe iseirta 

peilatihan hanya 7 orang atau 28% yang 

sudah meingeitahui topik pe ilatihan yang 

akan disampaikan. 

Keimudian surveiy keidua dilakukan 

seiteilah peilatihan. Hasilnya se ibanyak 25 

orang peiseirta atau 100% pe iseirta sudah 

meimahami dan meingeitahui seirta dapat 

meingimpleimeintasikan mateiri peilatihan 

dalam peimeinuhan ke iwajiban 

peirpajakannya. Dari hasil surve iy singkat 

yang diuraikan me imbuktikan bahwa 

peilatihan seipeirti ini sangat be irguna bagi 

para peilaku usaha UMKM untuk 

meimbantu meireika dalam me imeinuhi 

keiwajiban peirpajakannya. 

Dalam peilatihan tim pe ingabdian 

meimbeirikan mateiri keipada peiseirta 

peilatihan deingan beibeirapa tahap. Pada 

tahap peirtama tim me imbeirikan mate iri 

deingan topik Peimadanan NIK me injadi 

NPWP kei para peilaku UMKM Jakpreineiur 

Keicamatan Cakung Jakarta Timur. Mate iri 

yang disampaikan me iliputi tujuan dan 

keigunaan meilakukan peimadanan NPWP. 

Tim peingabdian me injeilaskan tujuan 

keibijakan peimandanan, peirubahan format 

NPWP dari seibeilumya 15 digit me injadi 16 

digit, proseis imple imeintasi NIK seibagai 

NPWP bagi WP OP Pe induduk lama. 

Acuan mateiri peilatihan adalah Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2021 te intang 

Harmonisasi Peiraturan Pe irpajakan (UU 

HPP) dan PMK 136/2023 te intang NPWP 

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), 

WP Badan, dan WP Instansi Pe imeirintah, 

seicara reismi dimulai inte igrasi NIK seibagai 

NPWP (Tobing, 2022). 

Seiteilah meinjeilaskan mate iri, keimudian 

dilakukan simulasi se icara teiknis 

peimadanan NIK me injadi NPWP. Dari 25 

orang peiseirta seibanyak 6 orang be ilum 

meilakukan peimadanan NIK dan dilakukan 

deimonstrasi seicara langsung di lokasi 

peilatihan.  

Seilain itu peiseirta juga dibeirikan 

sosialisasi teiknis peindaftaran NPWP bagi 

peiseirta yang beilum me imiliki NPWP. 

mulai dari peinjeilasan syarat yang harus 

disiapkan teirleibih dahulu se ibeilum 

meindaftar NPWP se icara daring sampai 

keigunaan NPWP bagi para pe ilaku UMKM 

Jakpreineiur Keicamatan Cakung Jakarta 

Timur. Dari 25 orang pe iseirta yang hadir, 

seibanyak 7 orang be ilum meimiliki NPWP 

dan keimudian dibantu ole ih tim peingabdian 

untuk meindaftarkan NPWP seicara daring. 

Dalam proseis ini juga dilaksanakan 

deimonstrasi proseis peindaftaran NPWP 

seicara daring bagi para pe iseirta yang beilum 

meimiliki NPWP. Seihingga keideipannya, 

diharapkan para peiseirta sudah meimahami 

cara meindaftar NPWP se icara mandiri dan 

dapat dilakukan deingan waktu yang sangat 

singkat. 

Mateiri teirakhir dalam pe ilatihan ini 

adalah sosialisasi dan tata cara pe ilaporan 

pajak dan e i-SPT. Mayoritas pe iseirta 
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peilatihan yang sudah me imiliki NPWP, 

masih keisulitan dalam me ilaporkan SPT 

Tahunan. Walaupun para pe ilaku UMKM 

teirseibut teilah meimiliki NPWP namun 

dalam peilaporan SPT dari 25 pe iseirta yang 

hadir, seibanyak 21 orang be ilum 

meilakukan peilaporan SPT de ingan 

beirbagai alasan. Keindala te irbeisar adalah 

keitidaktahuan dalam me ilaporkan seicara 

daring, beibeirapa peiseirta juga beilum 

meimiliki nomor E-FIN se ihingga beilum 

bisa meilaporkan SPT seicara daring. 

Meilalui peilatihan ini, tim pe ingabdian 

meinjeilaskan proseidur peirmintaan E-FIN 

bagi yang beilum meimiliki, agar pe ilaporan 

SPT dapat dilakukan se icara daring dan 

ceipat. Seilanjutnya dilanjutkan de ingan 

sosialisasi cara peilaporan SPT se icara 

daring keipada para pe iseirta. Keimudian 

dilaksanakan simulasi prose is peilaporan 

SPT seicara daring me ilalui weibsitei DJP 

Onlinei. 

 
Gambar 1 Sosialisasi Pe imadanan NIK 

meinjadi NPWP  

Peilatihan ini di fokuskan agar pe iseirta 

meingeitahui manfaat dari pe imandanan NIK 

meinjadi NPWP dan pe irubahannya. Beirikut 

adalah uraian mateiri peilatihan seibagai 

beirikut: 

 Dasar Hukum dan Tujuan 

Keibijakan Peimadanan NIK me injadi 

NPWP. 

 
Gambar 2 Tujuan Kebijakan 

Pemadanan NIK menjadi NPWP 

Gambar diatas me injeilaskan tujuan dari 

keibijakan peimadanan NIK me injadi 

NPWP seirta dasar hukum 

peilaksanaannya. Dalam gambar diatas 

dijeilaskan ada 3 tujuan ke ibijakan 

peimadanan NIK meinjadi NPWP yaitu: 

1. Untuk meimbeirikan keiadilan dan 

keipastian hukum dalam 

peinggunaan NPWP se ihubungan 

deingan keiteituan peinggunaan NIK 

seibagi NPWP bagi wajib pajak 

Orang Pribadi. 

2. Untuk me imbeirikan keiseitaraan 

seirta meiwujudkan administrasi 

peirpajakan yang e ifeiktif dan 

eifisiein bagi wajib pajak Orang 

Pribadi yang me irupakan 

peinduduk Indoneisia yang 

meinggunakan NIK se ibagai 

NPWP. 

3. Untuk meindukung ke ibijakan satu 

data Indoneisia deingan meingatur 

peincantuman nomor ide intitas 

tunggal yang te irstandardisasi dan 

teirinteigrasi dalam pe ilayanan 

administrasi pe irpajakan. 

 Proseis Impleimeintasi NIK seibagai 

NPWP Bagi WP OP 
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Gambar 3 Proses Implementasi NIK 

menjadi NPWP 

Dalam mateiri ini dije ilaskan meingeinai 

proseis peimadanan NIK me injadi 

NPWP bagi WP Orang Pribadi. 

 Pe imutakhiran Data Via DJP Onlinei 

 
Gambar 3 Peimutakhiran Data 

Gambar diatas me injeilaskan proseis 

peimutahiran data via DJP Online i. Tim 

peingabdian meinjeilaskan tahapa dalam 

proseis peimutakhiran data. Tahap 

peirtama adalah pe injeilasan data utama 

(ideintitas), data lainnya (eimail, no hp, 

alamat seibeinarnya), data KLU dan data 

keiluarga. Seiteilah itu dilakukan 

peimutakhiran untuk balidasi data di 

DJP Onlinei. 

 Pe indaftaran NPWP Se icara Daring 

 
Gambar 4 Proseis Peindaftaran NPWP 

Gambar diatas me injeilaskan cara 

meindaftar NPWP se icara daring keipada 

para peiseirta. Kare ina peiseirta adalah 

para peilaku UMKM te intu sangat 

dibutuhkan cara untuk me indaftarkan 

NPWP. Dalam pe imaparan mateiri 

dijeilaskan tahapan pe indaftaran NPWP 

dan syarat-syarat dokume in yang peirlu 

disiapkan oleih peiseirta peilatihan. 

Tahapan peimbuatan NPWP seibagai 

beirikut: 

Tahap Keisatu adalah Meimbuat Akun 

deingan cara beirikut: 

1. Buka laman pajak.go.id, pilih 

“Peindaftaran NPWP” 

2. Pilih meinu daftar se irta masukkan 

alamat ei-mail yang masih aktif 

dan captcha.  

3. Klik daftar 

4. Buka link ve irifikasi yang te ilah 

dikirim me ilalui ei-mail untuk 

aktivasi akun 

5. Seiteilah proseis aktivasi seileisai, isi 

data diri se icara leingkap seirta ikuti 

seimua tahapan peingisian deingan 

teiliti 

6. Klik Daftar 

7. Akun beirhasil dibuat 

Tahap Keidua adalah Peindaftaran 

deingan cara beirikut: 

1. Login deingan eimail dan password 

yang teilah dibuat 

2. Seiteilah beirhasil log in, klik 

“Peindaftaran NPWP” 

3. Isi seitiap data yang diminta 

deingan leingkap 

4. Klik “Neixt” 

5. Beiri ceintang pada kolom yang 

teirseidia pada seitiap peirnyataan 

6. Klik “Simpan” dan kirim 

peirmohonan 

7. Klik “Minta Tokein” dan “isi 

Captcha” 

8. Klik “Submit” 

Tahap Keitiga adalah Veirifikasi 

deingan cara beirikut: 
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1. Kodei tokein yang diminta saat 

proseis peindaftaran, dikirim kei ei-

mail 

2. Buka e i-mail 

3. Salin kodei tokein 

4. Teikan tombol kirim 

5. Peirmohonan NPWP onlinei seileisai 

 Pe ilaporan ei-SPT 

 
Gambar 5 Mateiri Peilaporan SPT 

Gambar diatas me injeilaskan akun 

masuk kei dalam peilaporan ei-SPT 

tahunan. Dalam peilatihan ini 

dijeilaskan bagaimana tahapan 

peilaporan SPT ke ipada para peilaku 

UMKM khususnya peilaku usaha 

Mikro. Peiseirta peilatihan mayoritas 

tidak rutin dalam me ilaporkan SPT 

tahunan kareina kurangnya 

peingeitahuan teirkait deingan proseis 

peilaporan SPT. Dalam peilatihan ini di 

jeilaskan dan dilakukan simulasi se icara 

langsung meingeinai peilaporan SPT. 

Mateiri yang disampaikan me iliputi: 

1. Kateigori UMKM se ibagai dasar 

peingeinaan pajak. 

Acuan kateigori ini adalah UU No. 

20 tahun 2008 te intang UMKM, 

peinggolongan UMKM dibe idakan 

beirdasarkan jumlah ase it dan total 

omzeit peinjualan 

2. Keilompok UKM Be irdasarkan 

Peirpajakan dan Tarif Pajaknya. 

Mateiri ini me injeilaskan kateigori 

UMKM beirdasarkan be irapa peirsein 

pajak yang harus dibayarkan. 

3. Pajak yang harus dibayarkan 

UMKM 

Mateiri ini me injeilaskan bahwa 

Keiwajiban peirpajakan yang 

dibayarkan pe irusahaan atau UKM 

teirdiri dari dua je inis pajak, yakni 

pajak yang dibayarkan ataupun 

dilaporkan se itiap bulannya dan 

pajak yang dibayarkan se irta 

dilaporkan se itiap tahun atau pajak 

tahunan. 

4. Skeima peinggunaan Pajak UMKM 

Mateiri ini me inje ilaskan Pajak 

UMKM me irupakan pajak yang 

dikeinakan seicara final Seihingga 

PPh Final dalam ske ima PP 23 

pajak UMKM ini tidak dapat 

dikreiditkan di akhir tahun pajak 

pada saat peilaporan Surat 

Peimbeiritahuan (SPT) PPh 

Tahunan. 

5. Dasar Peinghitungan PPh Pajak 

UMKM dan Rumus. 

Dalam mateiri ini dije ilaskan bahwa 

wajib pajak UMKM itu bisa be irupa 

WP Badan maupun WP Pribadi 

yang me ilakukan keigiatan 

usaha/bisnis atau dise ibut WP 

Pribadi Pe ingusaha. Keimudian 

dilakukan contoh simulasi 

peinghitungan pajak dan pe ilaporan 

pajak. 

 
Gambar 6 Foto Be irsama Pe iseirta 

Pe ilatihan 
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Seisi teirakhir dalam peilatihan adalah foto 

Beirsama deingan peiseirta peilatihan yang 

hadir. Dokumeintasi dilakukan se ibagai 

bagian dari proseis peilaksanaan pe ingabdian 

oleih tim peingabdian Unive irsitas Mpu 

Tantular. 

 

KESIMPULAN  

Peilatihan yang dilaksanakan untuk 

peilaku usaha UMKM Jakpreineiur 

Keicamatan Cakung Jakarta Timur, 

Provinsi Daeirah Khusus Jakarta 

meirupakan program pe inting dalam 

peingabdian keipada masyarakat yang 

dilakukan oleih Univeirsitas Mpu Tantular. 

Peingabdian ini me imiliki tujuan yaitu 

untuk meiningkatkan peingeitahuan dan 

peimahaman dan teiknis peilaporan pajak 

oleih para peilaku UMKM Jakpreinur 

teirhadap keiwajiban peirpajakannya.  

Keimudian peilatihan ini juga be irtujuan 

untuk meinsosialisasikan pe iraturan 

peirpajakan teirbaru te irhadap para peilaku 

UMKM seibagaimana komitme in 

Univeirsitas Mpu Tantular untuk te irus 

meindorong para peilaku UMKM taat pajak.  

Seilanjutnya, tujuan pe ilatihan ini adalah 

untuk meiningkatkan tingkat ke ipatuhan 

wajib pajak dalam me imeinuhi keiwajiban 

peirpajakannya. 

Dari beirbagai peinjeilasan diatas, maka 

disimpulkan bahwa: 

1. Peilatihan dan sosialisasi yang 

diseileinggarakan dalam pe ingabdian 

masyarakat ini me imbeirikan dampak 

yang beisar te irhadap peiseirta 

peilatihan. Dimana, dari 25 orang 

peiseirta peilatihan me indapatkan 

peingalaman dan pe ingeitahuan seicara 

langsung meingeinai sinkronisasai 

NIK meinjadi NPWP. Seiluruh 

peiseirta peilatihan dapat se icara 

langsung meimpraktikkan 

sinkronisasi NIK meinjadi NPWP. 

2. Meiningkatnya pe ingeitahuan peiseirta 

meingeinai peingisian dan pe ilaporan 

SPT. Dari 25 pe iseirta peilatihan, dapat 

seicara langsung me impraktikkan 

peilaporan SPT se icara langsung. Dari 

seibeilumnya be ilum mampu meingisi 

SPT seicara langsung, me injadi 

mampu. 

Namun deimikian, dalam pe ilaksanaan 

peilatihan diteimukan beibeirapa keikurangan 

dan keiteirbatasan. Be ibeirapa keiteirbatasan 

dalam peilatihan ini adalah: 

1. Kurangnya alat pe iraga laptop, 

seihingga peiseirta peilatihan harus 

beirgabung de ingan peiseirta lain. Hal 

ini meinyeibabkan kurangnya 

eifeiktifitas peilatihan yang be irdampak 

teirhadap waktu yang se imakin lama. 

2. Akseis inteirneit di lokasi peilatihan 

yang tidak te irseidia, seihingga harus 

meinggunakan wifi dari handphone i 

untuk meinyambungkan inte irneit ke i 

laptop peiseirta. 

3. Usia beibeirapa peiseirta yang sudah 

teirgolong usia se inja, seihingga untuk 

meimahami peinjeilasan dan praktik 

leibih lambat. Namun, hal ini masih 

dapat diatasi de ingan peinjeilasan yang 

leibih lambat. 

Dari beibeirapa keiteirbatasan peilaksanaan 

peilatihan diatas, maka saran pe irbaikan 

keideipan adalah: 

1. Keiteirse idiaan laptop satu pe iseirta satu 

laptop, seihingga me imudahkan 

peilatih dan peiseirta untuk 

meimpraktikkan prose is peingisian 

SPT. 

2. Lokasi peilatihan seibaiknya meimiliki 

akseis inteirneit yang me imadai, 

seihingga dalam prose is praktik di 

peingisian SPT le ibih ceipat dan 

mudah. 
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